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ABSTRAR

Tindak pudana Koreps merupakan bndak pedana khusus dan terzolong
tindak pidans vang sangal susah dalam pembuktiannva, schingea diperlukan
usaha vang maksimal dalam pembuktianiva, Maka diperfukan bamuan paca ahli
untuk dapat membanta hakim. Dalam KUAP ndak banvak terdapat penjelasan
menpenal koteranzan ahbl schingea menimbulban perlanvaan menpenai siaps
saja vang dapat menjadi ahly, serutama dalam kaswes tindak pidana korupss.
memuchan bapmmana perlinbangan bakim terhadap keterangan vang diberikan
oleh ahli di sidang penzaditan, apakab hakim langsung menerima Keteranpan dar
ahltl 1ersebut, karena ahh tersebut ahb cibidangnva atau bakim memaliki
kevakinan vang berbeda. Berdssarkan rumusan dioalas, maka penubis mon
mengetahu tentang jemss keahlian apa vang diperfukan sehazar ahb dalam
perkara tindak pdana Korups:, Apa yvang menmjadi pertimbangan bawm hakim
uniuk - menerimy keterangan vang diberikan oleh ahli dalam perkara tndak
pidana korupsi dan Bapaimana kekuatan alat bukn keterangan ahh dalam
pembuktan nndak pidana Korupse Penchitian im bersifat vundis sosiologis vaity
dengan menggunakan pendekatan masalab melalie penelitian hukus densan
melihat pada aspek hukum vang berlako dan menghubungkansya denean fakis
vanp ada dalam masvarakal schubungan dengan permasalzhan yvang ditemur di
lspangan. Data vang telah diolah melalun proses editing dianalisis secara
kualitatit, Fab i disebabkan karena data vang diperaleb hanva berbentuk uraian
Salimal bak berupa bahgn-baban hukum maupun berepa dala primer vang telah
dicatat ke dalam buku wvang telah  disediakan  dan telah  didakukan
persolaban Dan hasil penelitan diketabn bahwa Semis keahiian vang diperlukan
aleh ahh datam perkara tindak pidana korupsi de Penpadilan Negers kKelas 1A
Padang terzaniung denpan kasus korups vang dipenksa Keahlian wersebot antara
lzin, keahlan i bidange aoditing, keahlion & bidane konstruksi, Perlimbanpan
hakim dalam mencrima keterangan vang di berikan eleh ahli di sidang
penpadilan adalah darl latar belakang keahlian, peseseaian keterangan ahli
dengan alat buki ki, dan kevakionan hakim dalam menilas keterangan ahbi di
sidang pengadilan. Kekuatan alat bukti kereranzan ahh dalam pembukiian nndak
pdana Korups sama saje dengan Kekuatan alal bukly saksi dan keteranpan ghb
tindak pidana lainnya, varty mempunvan kekuoatan pembuktian bebas dan mila
pembuktiznnya ergantung pada penifalan hakim.



BAB I

PENDAHULUAN

A, TLatar Belakang Masalah

Tindak pudana korops merepakan ndak pidana vang sangat borbahava
dan berdampak luas karena dapat merugikan negara. i dalam pohitik hukuem
pidana Indonesia, korupsi diangzap sustu bentuk tndak pudana vang perlu
dulekat secara Khosus, karena diancam denpan pedana cobop barar baw pam
polakunva, Cleh karena ito deperlokan usaba vang keras dalam memborantas
tindzk pidana korupsi im, salah satunva adalab denpan dilakukan proses
peradilan yang baik. Dimualai dari proses penyvidikan hinggea o pemeriksaan i
siclang peneadilan

Tindak pidana korupst morupakan tndak pidana khosus yang distur
dengan Undang-undang tersendim vaitu Undang-1Undang Nomaor 20 Tabun
2001 emang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Namun dalam beracara di Pengadilan
tetap berfabu KUHAP. Oleh Rarcna o proses hubom dalam pemndakan Lases
korupst tetap dilakukan sesual dengan hukum Acarz Pidana, sesuai dengan
Pasal 26 Undang-undang 31 Tohun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Rompsi vang berbunyi

“Poenyidikan, penuntetan,  dan pemenksaan G osidang pengadilan

terhadap tindak pudana Korupsi, dilakokan berdasarkan hukum acama
pidana vang beriaku kecuali ditentukan fain dalam Lndang-endang ini,”



Berdasarkan bunyvi pasal dsatas dapat diambil kesimpolan babwa malai
dari proses penvidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan
termasub pembuktian sama dengan tindak pdana lamnva hanva saja perkara
korupsi didahelukan dar perkara lain guna penvelesaian secepatnya

Cralam  pembukiian tndak  pidana korupsi berlake ketemuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 avat { 1) Undang-Undane Nemor 20 Tahun
201 rentang Perubahan aias Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959 fentang
Pemberantasan Teindak Pidana Korspsi vang menyebutkan bahwa:

-

“Terdakwa mempunyval hak  untuk membuktikan babwa ia tdak
melakukan Tindak Pidana Korupst”

Maksod dan pasal Pasal 37 avat 1 1) Undang-Undane Momor 20 Tabun
201 fentany Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun |99 wentang
Pemberantazsan Tindok Pidana Korups: bahwa Tindsk  Pidana . Korupsi
menganul pembukan terbalik vang beesifal werebatas dan benimbang, aminya
terdakwa mempunval hak untuk membuokokan behwa @ tidak melakukan
tncak prdana korups: dan wajib membenkan keterangan tentany seluruh hara
bandanva Namun nhdak berarh terdabwa terbuktt udak melakukan tindek
pidana Korupsi,  schab penuntut wmam masih berkewanban untok
membuititkan dakwasnnva. Penuntut vmum elap membuktikan  dengan
menghadickan alat bukt vang sesual dengan ketentuan dalam KUHAP di
muka pengadiian

schinpea walaupun menerapkan sistem pembuokiian lerbalik vang
bersifat ferbatas dan berimbane. sistem pembuktan vang dianut daiam
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RUHAP tetap di gunakan yaiiu Pembuktian Menarut Undang-undang Secara



ik

HAB IV

PENUTUP

AL hesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian vang telah dikemokakan dalam bab demi bah
di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. vatu
It Jems Keahlian vang diperfukan olch ahli dalam perkira tindak pidana
* korupsi di Pengadilan Newen Kelas 1A Fadang terpantung denoan kasus
korupsi vang diperiksa Keahlian tersebul antarg fain heshlian dibiclany
audiling. keahfian dibidane komstreksi. keahlizn dimdang hukum, dibidang
manajemen provek dan sistems perencanaan,
21 Pertimbangan hakim dalam menerimg keterangan vang & henkan oleh
abkit di sidang penpadilan adalab dan latar belakang keallian, PSSR
keterangan ahli dengan alat bukti Tain, dan hevakinan hakim dalam menilas

kelerangan ahli di sidang pengadilan,

31 Kehuatan alw hukti keteranpan alili dalam pembuktian tindak pidana
Rorupst sama saja dengan kekuatan alat bukl saksi dan ketemangan ahli
tindak pidana lainnva, vaita mempunvai kebuatan pembukiian bebas dan
il pembukiiannva ergantung pads penilaian hakim

B. Saran

Berdesarkan kesimpulan vang dikemubakan di ates maka ada beberapa

saran vang axan dikemukakan, vait sebasal berikyt
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